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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VII.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan mengenai kajian 

keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang, maka didapatkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar RUNK banyak yang 

sudah dilaksanakan oleh instansi terkait, namun terdapat beberapa 

program pada pilar RUNK belum terlaksana atau sudah terlaksana 

namun belum diselenggarakan secara maksimal. Berdasarkan hasil 

analisis penilian menggunakan skala likert 1-4, kelima instansi 

penyelenggara RUNK di Kabupaten Malang telah melaksanakan 

kegiatan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) sebanyak 

88%, sehingga dapat dikatakan Kabupaten Malang telah melaksanakan 

kegiatan RUNK dengan baik. Namun terdapat dua instansi yang 

mendapat presentase penilaian rendah yaitu Pilar ke-2 oleh Dinas 

Pekerjaan Umum sebesar 67% dan Pilar ke-4 oleh Kepolisian Resor 

sebesar 68%. Hal ini dikarenakan pada saat wawancara penilaian RUNK 

di instansi terkait, pemahaman instansi yang masih beranggapan 

berkaitan dengan instansi lainnya. 

2. Pembagian zona pada kawasan yang akan direkayasa sistem 

keselamatan berdasarkan Tata Guna Lahan Kawasan tersebut 

digunakan. Terdapat 10 ruas jalan dan 3 simpang (2 simpang berAPILL 

dan simpang 1 tanpa APIL) yang dihitung kinerja jaringan jalan dan 

persimpangan berpedoman menggunakan Pedoman kapasitas jalan 

Indonesia (PKJI 2023). Setelah dilakukan analisis maka didapatkan 

hasil tingkat pelayanan pada Kawasan tersebut untuk jalan mendapat 

tingkat pelayanan A, B dan C. Sedangkan untuk tingkat pelayanan pada 

simpang mendapatkan tingkat pelayanan D dan E. Kemudian pada 

kawasan tersebut juga dikaji daerah rawan kecelakaan dan didapatkan 

3 ruas kecelakaan yang merupakan daerah rawan kecelakaan yaitu 

Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung dan Jalan Sumedang. Setelah 
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dilakukan penentuan daerah rawan kecelakaan dilakukan Inspeksi 

Keselamatan Jalan pada ruas ruas jalan yang termasuk kedalam 

Kawasan studi tersebut. Setelah itu dilakukan perekayasaan sistem 

keselamatan jalan pada Kawasan yang menjadi wilayah studi guna 

meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu 

lintas. 

3. Berdasarkan data jaringan trayek dan data angkutan umum di 

Kabupaten Malang, banyak jaringan trayek yang sudah tidak aktif dan 

jumlah angkutan umum yang setiap tahunnya berkurang dari tahun 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan penggunaan angkutan umum 

berkurang dan beralih ke kendaraan pribadi dan ojek online. 

Berdasarkan hasil kuisioner pelayanan angkutan umum di Kabupaten 

Malang menggunakan metode Important Performance Analyse (IPA), 

terdapat nilai kinerja yang rendah yang menjadi prioritas utama yang 

harus segera diperbaiki yaitu Kuadran A. Rekomendasi yang dapat 

diperbaiki pada atribut di dalam kuadran A diantaranya sebagai berikut 

Keteraturan, Waktu tempuh perjalanan, load factor, ketepatan moda, 

kesesuaian rute. 

4. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang memiliki beberapa inovasi 

dalam meningkatkan kesadaran dan keselamatan transportasi 

masyarakat di Kabupaten Malang diantaranya: SERUNI (Sosialisasi 

Edukatif Rambu Lalu Lintas untuk Anak Usia Dini), SERIBU (Sosialisasi 

Keselamatan Lalu Lintas untuk Ibu-Ibu), dan E-KIR (Kir Online). 

Berdasarkan permasalahan di Kabupaten Malang, terdapat beberapa 

kebutuhan inovasi untuk meningkatkan keselamatan dan pemahaman 

transportasi di Kabupaten Malang, seperti Sistem Informasi Angkutan 

Umum Kabupaten Malang, penerapan ATCS, Sosialisasi safety riding ke 

anak SMA, sistem perparkiran onstreet, Angkutan Sekolah. Kelompok 

magang Kabupaten Malang, membuat sebuah inovasi tentang Sistem 

Informasi Angkutan Umum di Kabupaten Malang yang bertujuan untuk 

menambah informasi mengenai Angkutan Umum di Kabupaten Malang. 
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VII.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka didapatkan beberapa saran 

yang membangun sebagai berikut: 

1. Untuk organisasi perangkat daerah sebagai penyelenggara program 

rencana aksi keselamatan di Kabupaten Malang dapat meningkatkan 

dan menjalankan program yang belum terlaksana, agar tingkat 

keselamatan dapat meningkat dan tingkat fatalitas akibat kecelakaan 

dapat menurun. Selain itu program Rencana Aksi Keselamatan dapat 

disesuaikan sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan 

(RUNK berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022) 

2. Perlu dilakukan penanganan pada daerah rawan kecelakaan di 

Kabupaten Malang dengan cara meningkatkan fasilitas keselamatan 

serta memperbaiki beberapa segmen jalan yang rusak. Selain itu, pada 

Simpang Stasiun Kepanjen dapat dikategorikan sebagai simpang tak 

berapill dan perlu dilakukan rekayasa lalu lintas pada simpang tersebut. 

3. Pemerintah Kabupaten Malang dapat mengelola dan menyediakan 

angkutan umum yang lebih baik agar dapat meningkatkan minat 

masyarakat terhadap angkutan umum, salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan meningkatkan tingkat pelayanan angkutan 

umum di kabupaten malang. 

4. Kabupaten Malang masih minim informasi terkait angkutan umum, 

maka dari itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap sistem 

informasi angkutan umum yang bertujuan untuk memudahkan 

masyarakat dalam mengetahui informasi terkait angkutan umum di 

Kabupaten Malang. 
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